
BUPATI SIAK 
PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR (1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG 

STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK, 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 

76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK 

NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN SIAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIAK, 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 
Tahun 2017 ten tang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Siak sudah mengatur sangat jelas, 
sehingga Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 
tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Siak perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Bupati 
Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 
Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Siak. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1 8 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 

Mengingat 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

6 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017  
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015  Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10) ;  



Menetapkan 

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12  Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12 ) ;  

14 .  Peraturan Bupati Siak Nomor 6 1  Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG 

STANDARISASI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN SIAK, SEBAGAIMAN A TELAH DIUBAH 

DENGAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 76 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK 

NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

Pasall 

Diundangkan di Siak Sri lndrapura 
pada tanggal Januari 2023 

RAH KABUPATEN SIAK, 

Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017  tentang Standarisasi Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 124) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang 
Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 
2020 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 5 Januari 2023 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR ] [  
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